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Di era digital, media sosial telah mengubah cara informasi diproduksi, 
didistribusikan, dan dikonsumsi, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi 
ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Tingginya penetrasi 
internet dan media sosial, dengan 73,8% penduduk Indonesia terhubung ke 
internet dan 68,9% sebagai pengguna aktif media sosial, meningkatkan risiko 
polarisasi digital melalui mekanisme ruang gema, disinformasi, dan kurasi 
algoritmik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan ideologi 
Pancasila dalam konteks polarisasi digital serta mengkaji implikasinya terhadap 
persatuan bangsa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 
studi pustaka melalui penelaahan kritis terhadap artikel jurnal ilmiah, buku 
akademik, laporan kebijakan, dan dokumen penelitian yang relevan. Hasil kajian 
menunjukkan adanya celah dalam internalisasi nilai nilai Pancasila, khususnya di 
kalangan generasi muda yang sangat dipengaruhi oleh algoritma media sosial. 
Polarisasi digital mendorong fragmentasi identitas, meningkatnya intoleransi, 
serta menurunnya kualitas dialog publik, yang berdampak negatif terhadap 
kohesi sosial dan praktik musyawarah. Selain itu, pola kurasi algoritmik yang 
memprioritaskan konten emosional dibdaningkan narasi kritis mempersempit 
ruang deliberasi lintas kelompok. Temuan penelitian menegaskan bahwa 
tantangan terhadap Pancasila tidak disebabkan oleh lemahnya nilai ideologis, 
melainkan oleh perubahan ekologi informasi digital yang membentuk pola 
interaksi sosial baru. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang terintegrasi 
dengan pendidikan nilai, intervensi berbasis komunitas, serta tata kelola 
platform media sosial yang transparan menjadi strategi penting untuk 
mengurangi polarisasi digital dan memperkuat persatuan bangsa. 
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In the digital era, social media has transformed the way information is produced, 
distributed, dan consumed, thereby posing new challenges to Pancasila as the 
ideological foundation dan unifying force of the Indonesian nation. The high level of 
internet dan social media penetration, with 73.8% of the population connected to 
the internet dan 68.9% actively using social media, increases the risk of digital 
polarization through echo chambers, disinformation, dan algorithmic curation. 
This study aims to analyze the challenges faced by Pancasila in the context of 
digital polarization dan to examine its implications for national unity. The research 
adopts a qualitative approach using a literature review design by critically 
examining scholarly journal articles, academic books, policy reports, dan relevant 
research documents. The findings indicate a gap in the internalization of Pancasila 
values, particularly among younger generations who are strongly influenced by 
social media algorithms. Digital polarization contributes to identity fragmentation, 
rising intolerance, dan declining quality of public dialogue, which negatively affects 
social cohesion dan deliberative practices. Moreover, algorithmic curation that 
prioritizes emotional content over critical narratives further narrows the space for 
cross group deliberation. The study concludes that challenges to Pancasila do not 
stem from weaknesses in its ideological values, but rather from changes in the 
digital information ecosystem that shape new patterns of social interaction. 
Therefore, strengthening digital literacy integrated with value education, 
community based interventions, dan transparent governance of social media 
platforms are essential strategies to reduce digital polarization dan reinforce 
national unit. 

mailto:putrigisella623@gmail.com
mailto:emikampas@gmail.com


Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP) 
Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157 

E-ISSN: 3025-9843 
 

 147 Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...) 
 

 

  
 

©2025, Alfonsa Ema Welan, Emiliana Kampas 
This is an open access article under CC BY-SA license  

 
 

 

1. Pendahuluan 

Di era digital, media sosial telah mengalami pergeseran fungsi yang signifikan, dari 

sekadar sarana komunikasi interpersonal menjadi ruang publik utama tempat pembentukan 

opini, mobilisasi sosial, serta kontestasi identitas berlangsung secara intensif dan masif 

(Suhendra dan Pratiwi, 2024). Dalam konteks Indonesia, kondisi ini menjadi semakin 

kompleks mengingat Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna media 

sosial terbesar di dunia. Arus informasi yang beredar di ruang digital berlangsung sangat cepat 

dan tidak selalu diiringi dengan akurasi, karena informasi faktual bercampur dengan informasi 

yang menyesatkan dan manipulatif. Berdasarkan data terkini, dari total 277,7 juta penduduk 

Indonesia, sebanyak 204,7 juta orang telah terhubung ke internet atau sekitar 73,8% dari 

populasi, sementara pengguna aktif media sosial mencapai 191,4 juta orang atau setara dengan 

68,9% penduduk (The Global Statistics, 2024). Jumlah pengguna yang sangat besar ini 

menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi fenomena netral, melainkan memiliki implikasi 

serius terhadap dinamika sosial, termasuk kohesi sosial dan persatuan bangsa. 

Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi turut diperkuat oleh mekanisme algoritmik 

yang mengatur arus informasi berdasarkan preferensi pengguna. Kondisi ini meningkatkan 

risiko terbentuknya ruang gema atau echo chamber, yakni situasi ketika pengguna lebih sering 

terpapar pada konten dan opini yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, sementara 

pdanangan yang berbeda, bahkan fakta objektif, cenderung diabaikan atau disingkirkan 

(Tjasmadi dan Christianto, 2025). Dalam ruang digital semacam ini, proses dialog yang sehat 

menjadi terhambat karena interaksi berlangsung secara homogen dan tertutup. Selain itu, 

media sosial juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi yang tidak 

seluruhnya benar. Dengan basis pengguna yang sangat besar, konten hoaks, ujaran kebencian, 

dan propagdana dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas. Situasi ini mendorong 

terjadinya polarisasi sosial yang tidak hanya didasarkan pada perbedaan pendapat, tetapi juga 

dipicu oleh misinformasi yang membangkitkan emosi, kecurigaan, dan konflik antarkelompok 

(Ramadhani, 2025). 

Fenomena tersebut diperkuat oleh data dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang 

mencatat sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 terdapat 1.923 temuan hoaks. 

Rincian kasus per bulan menunjukkan angka yang relatif konsisten dan cenderung tinggi, 

dengan 143 kasus pada Januari, 131 pada Februari, 162 pada Maret, 143 pada April, 164 pada 

Mei, 153 pada Juni, 170 pada Juli, 162 pada Agustus, 173 pada September, 215 pada Oktober, 

166 pada November, dan 141 pada Desember. Puncak temuan hoaks tercatat pada Oktober 

dengan 215 kasus, yang menunjukkan eskalasi signifikan dalam periode tertentu (Komdigi, 

2025). Tingginya angka ini menjadi persoalan serius karena penggunaan media sosial yang 

masif tidak diimbangi dengan kemampuan verifikasi informasi yang memadai. Akibatnya, 

hoaks mudah dipercaya dan dibagikan kembali, sehingga memengaruhi persepsi, sikap, dan 

perilaku masyarakat secara luas. Paparan media digital yang tinggi tanpa kontrol kritis terbukti 

menciptakan ruang yang subur bagi berkembangnya misinformasi dan menurunnya kualitas 

literasi informasi publik (Yashila dan Athifahputih, 2022). 

Implikasi dari berbagai fenomena tersebut berpengaruh kuat terhadap internalisasi 

ideologi Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan mayoritas 

pengguna aktif platform digital. Generasi milenial dan Generasi Z tumbuh dalam lingkungan 

informasi yang sangat terbuka, dengan paparan budaya global, algoritme konten, serta 
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konsumsi narasi yang cepat dan berulang. Dalam situasi ini, proses pembelajaran dan 

penanaman nilai-nilai kebangsaan tidak lagi hanya berlangsung melalui institusi formal seperti 

sekolah dan keluarga, tetapi juga melalui kultur digital yang sering kali bersifat komersial, 

sensasional, dan fragmentaris (Nurlaila et al., 2024). Kondisi tersebut memunculkan celah 

antara pengetahuan formal mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa 

dengan praktik penghayatan serta penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kesenjangan kognitif dan afektif ini membuka ruang bagi berkembangnya narasi alternatif 

yang tidak selalu sejalan dengan semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah sebagaimana 

diamanatkan dalam Pancasila. Oleh karena itu, periode transisi nilai pada generasi muda 

menjadi titik rentan yang memerlukan intervensi pendidikan nilai yang lebih adaptif terhadap 

ekosistem digital (Rastati, 2022). 

Lebih jauh, media sosial juga memfasilitasi penyebaran sentimen identitas dan intoleransi 

melalui struktur jaringan daring dan mekanisme viralisasi konten. Isu-isu sensitif yang 

berkaitan dengan suku, agama, ras, antargolongan, gender, dan identitas lainnya mudah 

terekspos dan kemudian diperkuat oleh akun-akun yang berpihak. Konflik yang semula 

bersifat lokal dan terbatas dapat dengan cepat meluas menjadi krisis berskala nasional ketika 

dipicu oleh narasi provokatif yang viral. Selain itu, potensi radikalisme digital cenderung lebih 

tinggi pada kelompok usia muda yang aktif di internet, sehingga ruang digital menjadi medan 

persaingan ideologis yang rawan dan berbahaya (Najib, Maftuh dan Malihah, 2015). Salah 

satu akar permasalahan yang memperparah kondisi ini adalah belum matangnya literasi digital 

dan literasi ideologi di kalangan masyarakat. Indeks literasi digital nasional menunjukkan 

bahwa sebagian besar populasi masih berada pada kategori “sedang”, yang mendanakan 

bahwa kemampuan verifikasi informasi, pemahaman terhadap cara kerja algoritme, serta etika 

bermedia digital masih perlu ditingkatkan secara sistematis (Saidi, Supriyono dan Atok, 2022). 

Ketidaksiapan dalam memverifikasi kebenaran informasi membuat masyarakat mudah 

terjebak dalam hoaks, sementara minimnya pemahaman mendalam tentang Pancasila 

menyebabkan wacana kebangsaan sering direduksi menjadi slogan normatif tanpa 

implementasi praksis yang nyata (Basuki dan Setyawan, 2022). Oleh sebab itu, penguatan 

literasi digital semestinya tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga pendidikan nilai 

yang mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis dengan pemahaman ideologi negara. 

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

tantangan ideologi Pancasila di era media sosial serta mengkaji bagaimana polarisasi digital 

memengaruhi persatuan bangsa. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan 

kerangka teori filter bubble atau echo chamber yang menjelaskan bahwa mekanisme 

personalisasi konten di platform digital cenderung menyajikan informasi yang selaras dengan 

preferensi pengguna (Wuldanari, Rullyana dan Ardiansah, 2021). Akibatnya, pengguna lebih 

sering terpapar pada pesan yang mengonfirmasi keyakinan mereka sendiri dan jarang 

berinteraksi dengan sudut pdanang yang berbeda. Dalam konteks kebangsaan, kondisi ini 

memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang terfragmentasi, memperkuat 

stereotip, serta mempersempit ruang dialog lintas golongan, sehingga melemahkan praktik 

musyawarah dan semangat persatuan yang menjadi inti nilai Pancasila. Efek gema ini tidak 

semata-mata dipicu oleh preferensi individu, tetapi juga oleh desain platform dan logika 

komersial yang memprioritaskan keterlibatan pengguna (engagement) di atas kualitas 

diskursus publik (Fajarini, Yuliani dan Kurniawati, 2025). 

Selain itu, teori identitas sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu 

cenderung mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu, seperti kelompok 

politik, agama, atau komunitas sosial lainnya (Ruslan dan Hakiki, 2022). Dalam kondisi 

tersebut, perbedaan pendapat yang seharusnya dapat dibahas secara rasional sering kali 

berubah menjadi konflik emosional, karena individu lebih terdorong untuk membela 

kelompoknya sendiri tanpa mempertimbangkan informasi atau argumen dari pihak lain. 
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Situasi ini membuat polarisasi digital semakin tajam, karena kelompok yang berbeda lebih 

mudah dipersepsikan sebagai lawan atau ancaman (Naila et al., 2024). Proses inilah yang 

berpotensi mengganggu nilai-nilai Pancasila, terutama sikap saling menghormati, toleransi, 

dan semangat persatuan. Ketika identitas kelompok menjadi terlalu dominan di ruang digital, 

ruang dialog menjadi semakin sempit dan masyarakat semakin sulit menjaga relasi sosial yang 

harmonis antar-golongan. 

Selanjutnya, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif teori demokrasi deliberatif yang 

menekankan bahwa kualitas keputusan bersama sangat bergantung pada mutu proses diskusi 

publik yang inklusif dan rasional (Murdianto, Alamsyah dan Srisnardi, 2025). Dalam kerangka 

ini, masyarakat idealnya saling mendengar, mempertimbangkan argumen satu sama lain, serta 

bersedia merevisi pdanangan jika dihadapkan pada alasan yang lebih kuat. Prinsip tersebut 

selaras dengan nilai musyawarah yang terkdanung dalam Pancasila. Melalui perspektif 

deliberatif, kondisi ruang publik digital dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana media 

sosial berkontribusi terhadap penurunan kualitas dialog publik. Pendekatan ini sekaligus 

membuka ruang untuk merumuskan upaya perbaikan, seperti pengembangan desain platform 

yang lebih sehat, regulasi yang mendorong percakapan beretika, serta pendidikan digital yang 

mampu menghidupkan kembali budaya musyawarah yang inklusif sesuai dengan amanat 

Pancasila. 
  

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (literature 

review) untuk menganalisis pengaruh polarisasi digital terhadap ideologi Pancasila. 

Pendekatan kualitatif dipahami sebagai metode penelitian yang menekankan pada upaya 

memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penafsiran makna, 

konteks, serta dinamika pengalaman sosial, bukan semata-mata melalui pengukuran numerik 

atau statistik (Wulan et al., 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah 

secara kritis berbagai gagasan, konsep, dan temuan yang berkaitan dengan polarisasi digital, 

media sosial, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Desain studi pustaka digunakan karena penelitian ini bertumpu pada pengumpulan, 

penelaahan, dan sintesis sumber-sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal 

terakreditasi, buku akademik, laporan kebijakan, serta dokumen penelitian yang membahas 

tema ideologi, literasi digital, media sosial, dan polarisasi sosial. Studi pustaka memungkinkan 

peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap 

perkembangan wacana serta temuan empiris yang telah ada, sehingga dapat mengidentifikasi 

pola, kesenjangan, dan kecenderungan konseptual dalam kajian polarisasi digital dan ideologi 

Pancasila (Abdurrahman, 2024). Pemilihan metode kualitatif dengan desain studi pustaka 

didasarkan pada pertimbangan bahwa isu polarisasi digital dan tantangannya terhadap ideologi 

Pancasila merupakan fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan sarat makna. 

Fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan secara utuh hanya melalui data kuantitatif, 

melainkan memerlukan penafsiran kritis terhadap narasi, argumen, dan kerangka teoritis yang 

berkembang dalam literatur akademik. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat 

untuk menggali secara mendalam hubungan antara dinamika media sosial, pembentukan 

polarisasi digital, serta implikasinya terhadap penghayatan dan praktik nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Tantangan Ideologi Pancasila di Era Media Sosial 

Fenomena polarisasi digital pada platform media sosial memperlihatkan konfigurasi 

epistemik yang bersifat fragmentatif sehingga ruang publik menjadi tersegmentasi ke dalam 

ruang gema yang meneguhkan preferensi afektif pengguna dan mengesampingkan pluralitas 
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perspektif. Penguatan echo chamber dan filter bubble berimplikasi pada distorsi akses 

informasi sehingga narasi kebangsaan yang memusatkan pada nilai Pancasila mengalami 

difusi makna. Bukti empiris yang dikompilasi dari kajian pustaka menunjukkan bahwa kurasi 

algoritmik dan mekanika rekomendasi konten mempercepat sirkulasi konten yang memicu 

resonansi emosional dibdaningkan konten yang menawarkan refleksi kritis, kondisi yang 

menguntungkan reproduksi ujaran kebencian dan disinformasi dan merongrong norma 

deliberasi publik. Argumen ini sinkron dengan analisis mengenai keterkaitan antara eksposur 

selektif dan intensifikasi polarisasi politik di Indonesia yang menunjukkan bagaimana isu yang 

semula bersifat sektoral meluas menjadi konflik afiliasi identitas (Ali dan Eriyanto, 2021).  

Analisis wacana akademik terkini menegaskan adanya disonan antara fungsi historis 

Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan realitas komunikatif era digital yang berciri 

kecepatan dan viralitas. Narasi yang dahulu dibangun melalui institusi formal pendidikan dan 

ritual kenegaraan kini bersaing dengan perangkat naratif mikro yang menyebar cepat lewat 

jejaring sosial. Transformasi ini memunculkan problematik legitimasional yakni bagaimana 

nilai Pancasila dapat diinternalisasi ketika sumber otoritas informasi berserakan dan 

kredibilitas tradisional mengalami erosi. Literatur tentang revitalisasi nilai kebangsaan 

merekomendasikan pendekatan komunikatif yang adaptif termasuk penguatan literasi digital 

yang kontekstual dan strategis untuk merekonstruksi kembali wacana kebangsaan agar mampu 

berinteraksi produktif dengan ekosistem media baru (Ruyadi et al., 2023).  

Dinamika afektif pengguna media sosial menimbulkan modal emosional yang secara 

kolektif memfasilitasi pembentukan identitas politik yang eksklusif sehingga kohesi sosial 

menjadi rapuh. Penelitian yang menelaah hubungan antara populisme digital dan 

performativitas politik mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang bersifat 

mengkonstruksi oposisi dan sinisme terhadap lawan politik berpotensi mengkristalkan 

polarisasi yang sulit dibalik melalui argumen rasional saja. Dampak praktis dari pola ini adalah 

terjadinya fragmentasi jaringan sosial horizontal dan meningkatnya toleransi terhadap 

kebencian yang mengancam persatuan yang diidealkan oleh Pancasila. Strategi mitigasi yang 

diusulkan oleh sejumlah kajian mencakup intervensi regulatif pada mekanisme platform dan 

inisiatif edukatif berbasis komunitas untuk memperkuat kapasitas deliberatif warganegara 

(Nadzir, 2022).  

Kajian komparatif atas platform yang berbeda mengungkapkan bahwa mekanisme 

operasional masing masing platform menghasilkan pola polarisasi yang variatif. Algoritma 

rekomendasi pada platform berbasis video menyebabkan amplifikasi konten visual emosional 

sedangkan platform berbasis teks memfasilitasi pembentukan narasi yang lebih terpolarisasi 

melalui rantai retorika. Variasi medium ini menuntut adaptasi strategi kebijakan publik yang 

tidak bersifat satu ukuran untuk semua melainkan responsif terhadap karakteristik teknis dan 

demografis masing masing platform. Beberapa studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa 

generasi muda memiliki tingkat rentan polarisasi yang dipengaruhi oleh logika gamifikasi dan 

estetika konsumsi konten sehingga intervensi literasi digital harus memperhitungkan dimensi 

budaya konsumsi tersebut (Avrilia et al., 2025).  

Persepsi terhadap Pancasila sebagai living ideology mengalami kontestasi interpretatif 

ketika wacana digital memungkinkan aktor non tradisional untuk memonopoli bahasa 

kebangsaan. Proliferasi konten yang memanipulasi simbol simbol kebangsaan menghasilkan 

dislokasi semantik yang berpotensi mereduksi signifikansi norma normatif Pancasila. 

Pendekatan hermeneutik yang diusulkan oleh sejumlah peneliti menekankan perlunya praksis 

komunikatif yang rekuperatif untuk merekonstruksi muatan nilai melalui narasi yang menarik 

dan relevan bagi sub populasi yang berbeda. Intervensi komunikatif tersebut diharapkan 

mampu menahan ekskalasi narasi identitas eksklusif dengan menawarkan narasi alternatif 

yang menautkan afiliasi identitas lokal dengan nilai nilai Pancasila (Sajidin, Farhanuddin dan 

Saputra, 2025).  
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Tinjauan empiris terhadap implikasi sosial politik memperlihatkan bahwa polarisasi 

digital tidak hanya berdampak pada kualitas diskursus publik tetapi juga pada struktur jaringan 

solidaritas sosial. Penelitian mengenai dampak polarisasi terhadap kohesi sosial menyatakan 

bahwa fragmentasi jaringan interaksi sosial meningkatkan kerentanan terhadap konflik 

horizontal terutama pada konteks multietnik dan multireligius. Ancaman tersebut bukan 

sekadar teori melainkan telah didokumentasikan dalam sejumlah kasus di Indonesia yang 

mengaitkan eskalasi konflik dengan polarisasi diskursus online. Oleh karena itu penegakan 

norma norma kebangsaan memerlukan sinergi antara regulasi platform, program literasi kritik, 

dan penguatan institusi institusi kebudayaan yang mampu memfasilitasi pertemuan dialogis 

antar kelompok (Wardani, 2025).  

Tabel berikut merangkum aspek aspek tantangan, manifestasi di ranah digital, implikasi 

terhadap persatuan bangsa, dan rujukan pustaka yang relevan untuk setiap aspek tersebut. 

Tabel 1. Tantangan ideologi Pancasila di era media sosial 

Aspek Tantangan Manifestasi di 

Media Sosial 

Implikasi pada 

Persatuan Bangsa 

Referensi 

Kurasi algoritmik 

dan echo chamber 

Personalisasi 

konten yang 

mengurangi 

diversitas 

perspektif 

Penurunan 

kapasitas deliberatif 

dan meningkatnya 

polarisasi identitas 

(Avrilia et al., 

2025) 

Diseminasi 

disinformasi dan 

ujaran kebencian 

Viralitas konten 

provokatif tanpa 

verifikasi 

Erosi kepercayaan 

antar kelompok 

sosial 

(Hidayat, 2025) 

Komodifikasi 

simbol kebangsaan 

Instrumentalisasi 

simbol untuk tujuan 

politis mikro 

Reduksi makna 

ideologis Pancasila 

menjadi alat 

retorika 

(Nasoha et al., 

2025) 

Fragmentasi 

generasional 

Preferensi platform 

berbeda mengarah 

pada kesenjangan 

wacana 

Diskontinuitas 

transmisi nilai 

kebangsaan antar 

generasi 

(Purboyo et al., 

2025) 

Politisisasi identitas Mobilisasi daring 

berbasis identitas 

agama etnis 

Potensi konflik 

horizontal dan 

delegitimasi 

kesepakatan 

bersama 

(Faizin et al., 2025) 

Pembahasan terapan mengindikasikan bahwa upaya mitigasi polarisasi digital wajib 

mengombinasikan strategi preventif dan korektif. Strategi preventif mencakup pembekalan 

kemampuan literasi digital yang menekankan kompetensi verifikasional dan hermeneutik 

sehingga individu mampu mengidentifikasi manipulasi retoris dan praksis deliberate 

misinformation. Program edukatif yang terintegrasi dalam kurikulum formal serta program 

non formal yang bersinergi dengan komunitas lokal terbukti penting untuk memperluas basis 

pemahaman nilai nilai Pancasila yang kontekstual. Intervensi korektif melibatkan tata kelola 

platform yang lebih transparan terkait logika rekomendasi serta mekanisme cepat untuk 

mendanai dan menurunkan konten berbahaya. Penelitian terdahulu merekomendasikan 

kolaborasi multi pemangku kepentingan di level pemerintah platform dan masyarakat sipil 

untuk mengharmonisasikan stdanar moderasi konten tanpa mengorbankan kebebasan 

berekspresi (Ali dan Eriyanto, 2021).  
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Evaluasi kualitatif atas efektivitas program revitalisasi nilai kebangsaan menunjukkan 

bahwa pendekatan komunikatif yang memedomani kultur lokal memiliki peluang lebih tinggi 

untuk resonansi dibdaningkan narasi top down yang eksklusif. Pendekatan bottom up yang 

memanfaatkan agen agen budaya lokal serta media komunitas mampu menjembatani jurang 

epistemik antara generasi dan kelompok sosial yang berbeda. Upaya ini perlu didampingi 

indikator indikator evaluasi yang operasional untuk mengukur perubahan disposisi warga 

terhadap nilai Pancasila serta tingkat keterlibatan deliberatif di ruang online. Studi studi sukses 

di tingkat lokal menyajikan bukti bahwa narasi kebangsaan yang disesuaikan dengan konteks 

setempat dapat menekan eskalasi polarisasi dan memperkuat ikatan sosial (Sajidin, 

Farhanuddin dan Saputra, 2025).  

Pertimbangan normatif dalam ranah kebijakan menuntut keseimbangan antara 

perlindungan persatuan dan kebebasan berekspresi. Rangka kebijakan yang efektif harus 

menyediakan mekanisme akuntabilitas bagi aktor platform sekaligus memberikan ruang 

remedial bagi korban ujaran kebencian. Regulasi semacam itu sebaiknya dirancang dengan 

prinsip proporsionalitas dan keterbukaan sehingga tidak menjadi instrumen represi terhadap 

wacana kritis yang sah. Kajian hukum dan kebijakan di Indonesia menekankan perlunya 

dialog multi sektoral untuk merumuskan pedoman yang adaptif terhadap perubahan teknologi 

tanpa melemahkan prinsip prinsip demokrasi deliberatif (Nasoha et al., 2025).  

Penting untuk dilakukan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan perspektif inter 

disipliner. Pendekatan yang mengombinasikan analisis jaringan sosial kuantitatif dengan 

kajian wacana kualitatif mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana 

polarisasi terbentuk dan bagaimana efeknya terhadap internalisasi nilai nilai Pancasila. Perlu 

perhatian khusus terhadap dimensi demografis dan geografis karena dinamika polarisasi dapat 

berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian longitudinal direkomendasikan 

untuk memetakan trajektori pergeseran sikap kebangsaan seiring dengan evolusi ekosistem 

digital dan kebijakan platform (Sukidin, Hudha dan Basrowi, 2025).  

Terakhir, implikasi praktis bagi penguatan Pancasila di era media sosial menuntut 

orkestrasi antara kurikulum pendidikan kebangsaan literasi digital kebijakan platform dan 

inisiatif komunitas. Sinergi tersebut bertujuan menciptakan ekosistem informasi yang kondusif 

bagi pembentukan wacana kebangsaan inklusif dan deliberatif. Penciptaan mekanisme 

evaluasi berkelanjutan terhadap intervensi kebijakan menjadi kunci agar upaya revitalisasi 

nilai kebangsaan dapat diadaptasi seiring evolusi teknologi komunikasi. Bukti pustaka 

memperkuat gagasan bahwa respons multidimensi dan adaptif merupakan prasyarat agar 

Pancasila tidak hanya menjadi simbol tetapi suatu praktik hidup yang resilien terhadap arus 

polarisasi digital (Sajidin, Farhanuddin dan Saputra, 2025). 

Polarisasi Digital dan Pengaruhnya terhadap Persatuan Bangsa 

Fenomena polarisasi digital menampakkan konfigurasi afektif dan epistemik yang berlapis 

sehingga ruang publik daring berubah menjadi medan kompetisi naratif; kecenderungan 

algoritmik untuk mengoptimalkan keterlibatan menghasilkan kurasi yang privileging konten 

emosional sehingga paparan publik terhadap argumen yang bersifat kritis atau multi perspektif 

mengalami penyempitan signifikan. Observasi empiris lintas negara menunjukkan bahwa 

diseminasi disinformasi dan ujaran permusuhan berkolerasi dengan peningkatan split afektif 

yang mengikis modal sosial diperlukan untuk kohesi kolektif, dengan dinamika tersebut 

menjadi lebih akut pada momen politik sensitif atau krisis nasional di mana sirkulasi konten 

viral mampu memicu mobilisasi massa yang terfragmentasi. Kajian komparatif menegaskan 

peran kompleks disinformasi sebagai katalisator polarisasi yang bekerja bersama mekanisme 

platform untuk memperkuat segregasi informasi dalam klaster homofilik sehingga probabilitas 

kontak deliberatif antarklaim berkurang drastis (Vasist, Chatterjee dan Krishnan, 2024).  

Transformasi simbolik nilai kebangsaan di arena digital menunjukkan pergeseran 

semantik dimana simbol nasional berisiko dikomodifikasi sebagai instrumen mobilisasi 
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identitas sempit sehingga fungsi normatif ideologi yang menyatukan menjadi tergusur oleh 

pragmatisme retoris; proses ini termanifestasi lewat kampanye hashtag yang menyasar 

resonansi emosional serta melalui konten audiovisual yang dioptimasi untuk viralitas alih alih 

rekonstruksi makna normatif. Studi kasus pada konteks Indonesia memaparkan bagaimana 

narasi xenofobia dan polaritas terhadap kelompok rentan berkembang pesat di beberapa 

wilayah melalui kampanye terkoordinasi yang memanfaatkan celah moderasi platform, 

menghasilkan erosi kepercayaan antar komunitas dan menurunkan kapasitas negosiasi sosial. 

Perlu strategi rekontekstualisasi nilai yang memadukan hermeneutika lokal dengan praktik 

komunikasi digital yang responsif agar simbol kebangsaan dapat dibaca ulang secara inklusif 

(Chan dan Yi, 2024).  

Dimensi generasional memperlihatkan heterogenitas repertoar media yang menjadi faktor 

determinan pola paparan informasi dan predisposisi terhadap polarisasi; preferensi generasi 

digital native terhadap platform yang mengdanalkan format video singkat dan estetika 

gamifikasi menghasilkan jalur kurasi yang memiliki norma epistemik tersendiri sehingga 

perdebatan nilai tidak lagi berlangsung di ruang shared yang sama. Penelitian kuantitatif dan 

kualitatif pada perilaku media generasi muda menyingkap bahwa algoritma rekomendasi 

memfasilitasi terciptanya subkultur digital dengan repertoar wacana yang cepat berubah 

sementara saluran tradisional untuk transmisi nilai kebangsaan menjadi semakin kurang 

relevan untuk segmen tersebut. Intervensi edukatif yang bersifat generasional dan berbasis 

media spesifik direkomendasikan untuk menjangkau ekosistem konsumsi konten yang berbeda 

sambil mempertahankan muatan normatif nilai kebangsaan (Komara dan Widjaya, 2024).  

Struktur jaringan sosial daring memperlihatkan perubahan topologis yang signifikant 

dimana pembentukan klaster afinitas homogen mengurangi frekuensi hubungan lintas klaster 

sehingga probabilitas kompromi serta pemahaman mutual mengalami depresiasi; analisis 

jaringan sosial mengindikasikan bahwa semakin modular suatu jaringan maka kapasitasnya 

untuk memediasi konflik menurun sehingga risiko eskalasi horizontal meningkat. Hasil 

pemodelan menyarankan bahwa intervensi yang rekayasa affordance ruang publik, seperti 

mendorong konten kolaboratif antar kelompok dan platform fitur yang mempromosikan 

eksposur terukur terhadap perspektif lain, memiliki potensi untuk menurunkan tingkat 

polarisasi sekaligus memperbesar ruang untuk deliberasi rasional. Pendekatan ini harus 

dioperasionalkan melalui sinergi antara desain platform dan kebijakan publik yang 

mengutamakan keterbukaan algoritma serta fasilitasi pertemuan dialogis antar komunitas 

(Komara dan Widjaya, 2024).  

Mekanisme normatif dan regulatif menjadi elemen penting untuk menahan ekskalasi 

polarisasi tanpa mereduksi hak kebebasan berekspresi sehingga prinsip proporsionalitas dan 

akuntabilitas harus menjadi ldanasan pembuatan kebijakan; beberapa yurisdiksi telah mulai 

menerapkan kewajiban transparansi terkait logika rekomendasi serta kewajiban penyediaan 

saluran pengaduan yang responsif untuk korban ujaran kebencian. Evaluasi kebijakan tersebut 

menunjukkan bahwa tata kelola platform yang hanya bersifat teknokratis tidak mencukupi 

karena tanpa peningkatan kapabilitas literasi masyarakat, intervensi regulatif dapat berujung 

pada efek balik berupa penguatan narasi victimhood dan teori konspirasi. Oleh karena itu 

kebijakan yang efektif perlu dilengkapi dengan program literasi kritis yang kontekstual serta 

partisipasi aktif aktor masyarakat sipil untuk memastikan akuntabilitas kolektif (Chan dan Yi, 

2024).  

Dinamika afektif yang terinternalisasi oleh kelompok digital memengaruhi predisposisi 

terhadap kompromi sehingga penguatan modal emosional inklusif menjadi strategi nonteknis 

yang esensial; intervensi yang berhasil di beberapa studi melibatkan inisiatif community 

engagement yang memfasilitasi kontak langsung antarpelaku wacana serta penggunaan narasi 

yang menautkan kepentingan lokal dengan nilai kebangsaan secara sinergis. Terapan pedagogi 

deliberatif yang mengembangkan kapasitas argumentasi, empati epistemik, serta literasi 
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verifikasional menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam menurunkan percaya pada 

disinformasi dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Pendekatan ini mensyaratkan 

pengukuran outcome sekaligus monitoring longitudinal untuk menilai perubahan disposition 

warga terhadap narasi kebangsaan dalam jangka menengah hingga panjang (Vasist, Chatterjee 

dan Krishnan, 2024).  

Metodologi penelitian pada topik polarisasi digital menuntut sintesis interdisipliner yang 

menggabungkan analisis jaringan kuantitatif, analisis wacana kualitatif, dan eksperimen 

lapangan untuk menguji efektivitas intervensi; studi longitudinal dan eksperimen naturalistik 

dapat memetakan trajektori perubahan sikap serta menilai dampak kebijakan platform dalam 

konteks nyata. Penekanan pada varian demografis dan geografis merupakan hal penting karena 

heterogenitas kapasitas digital serta pengalaman historis masing masing komunitas 

memengaruhi kerentanan terhadap polarisasi. Pengembangan metrik operasional untuk 

mengukur kualitas deliberasi serta internalisasi nilai kebangsaan di ranah digital akan 

meningkatkan kemampuan evaluatif terhadap program program revitalisasi nilai kebangsaan 

sehingga intervensi dapat diadaptasi berdasarkan bukti empiris yang valid (Ahmmad et al., 

2025).  

Perlu adanya kombinasi tindakan preventif dan korektif yaitu peningkatan literasi digital 

kontekstual, keterbukaan algoritmik, dan penguatan institusi kultur lokal yang mempunyai 

legitimasi sosial; pelaksanaan program program tersebut harus disertai indikator evaluasi yang 

jelas agar perubahan kualitas interaksi sosial daring dapat diukur. Sinergi antarpemangku 

kepentingan merupakan prasyarat karena platform teknologi, lembaga pendidikan, organisasi 

masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan memiliki peran komplementer yang tidak dapat 

digantikan satu sama lain. Implementasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi serta 

kesensitifan terhadap konteks lokal menjadi kunci agar rasionalitas normatif kebangsaan tetap 

hadir sebagai fondasi persatuan dalam ekosistem komunikasi yang semakin terdistribusi (Chan 

dan Yi, 2024).  

Polarisasi digital memanifestasi sebagai fenomena multifaset dengan implikasi langsung 

terhadap kohesi sosial sehingga respons yang efektif harus bersifat multidimensional dan 

evidence based; kebijakan regulatif yang berpijak pada prinsip keterbukaan, program edukatif 

yang menghantarkan literasi verifikasional, serta inisiatif komunitas yang memfasilitasi dialog 

antarmotivasi berbeda diperlukan untuk mereduksi fragmentasi naratif. Investasi pada 

penelitian transformatif yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kolaborasi 

lintas sektor akan meningkatkan kapasitas adaptif institusi sosial untuk menjaga persatuan 

dalam menghadapi arus polarisasi digital yang terus berevolusi (Vasist, Chatterjee dan 

Krishnan, 2024). 

 

4. Kesimpulan 

Polarisasi digital di media sosial telah memperkuat fragmentasi sosial, memperlemah 

ruang dialog, serta menggeser pemaknaan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip persatuan dan 

musyawarah. Fenomena seperti echo chamber, bias algoritmik, disinformasi, dan politisasi 

identitas tidak hanya memperdalam perbedaan pdanangan, tetapi juga memicu ketegangan 

emosional antarkelompok yang berdampak pada menurunnya kepercayaan sosial. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila di era digital bukan terletak pada 

kelemahan konsep Pancasila itu sendiri, melainkan pada perubahan ekologi informasi yang 

membentuk pola interaksi sosial baru di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini 

menegaskan bahwa polarisasi digital merupakan faktor signifikan yang perlu ditangani secara 

sistematis guna menjaga keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan dalam ruang publik. Upaya 

penguatan ideologi Pancasila perlu disesuaikan dengan dinamika ekosistem digital yang terus 

berkembang. Penguatan literasi digital, pembenahan tata kelola platform media sosial, 

rekontekstualisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda, serta penciptaan ruang dialog yang 
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lebih inklusif menjadi langkah strategis yang perlu diarahkan pada transformasi budaya 

digital, bukan semata-mata pada pendekatan regulatif. Pendidikan ideologi Pancasila juga 

tidak lagi cukup jika hanya berbasis ceramah atau kurikulum formal, melainkan harus 

terintegrasi dengan pola komunikasi dan interaksi masyarakat di media sosial. Dengan 

pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan 

dan program yang lebih responsif terhadap tantangan ideologis di era media digital. 
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